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ABSTRAK 

Hadriah, Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

TentangPeradilan Agama.  Di bawah bimbingan I Dr. H. Sukris Sarmadi, 

SH., MH dan II Dr. H. Jalaluddin, M.Hum pada Pascasarja UIN Antasari 

Banjarmasin, (2019). 

 

Kata Kunci: Kewenangan Absolut, Asas Penundukan Diri, Peradilan 

Agama, dan Asas Personalitas Keislaman. 

 

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 

dalam penjelesannya berbunyi: Yang dimaksud dengan “Antara orang-orang 

yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan 

sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-

hal apa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan 

pasal ini. Hal ini menyiratkan bahwa siapa saja bisa beracara di lingkungan 

Peradilan Agama tidak hanya terbatas kepada orang Islam yang bisa beracara di 

Peradilan Agama. 

Bahwa asas pesonalitas keislaman di Pengadilan Agama saat ini 

biasanya dipahami sebagai asas yang menyatakan pihak yang berperkara di 

Pengadilan Agama hanya untuk orang Islam, dan asas penundukan diri terhadap 

hukum Islam dipahami hanya pada perkara-perkara tertentu kewenangan 

absolut Peradilan Agama. Maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu 

tentang kaitan asas penundukan diri terhadap hukum Islam bagaimana bisa 

diterapkan pada seluruh kewenangan Peradilan Agama, dan bagaimana 

penundukan diri terhadap hukum Islam bisa terjadi dan diakui sehingga 

seseorang bisa mencari keadilan di Pengadilan Agama. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan 

penelitian yang digunakan ialah pendekatan analitis (analytical approad) dan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis yang digunakan 

pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dan preskriptif analisis. 

Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan hasil putusan-putusan 

ternyata asas penundukan diri non muslim terhadap hukum Islam bisa berlaku 

pada setiap kewenangan absolut PA dengan ketentuan dan syarat-syarat formil 

yang harus diperhatikan selama non muslim itu memiliki kepentingan dan mau 

tunduk terhadap hukum Islam. Asas penundukan diri dalam penerapannya 

didasarkan pada kewenangan absolut Peradilan Agama. 
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ABSTRACT 

Hadriah, Reinterpretation of Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning 

Religious Courts. Under the guidance of I Dr. H. Jalaluddin, M.Hum and 

II Dr. H. Sukris Sarmadi, SH.M.H at Pascasarja UIN Antasari 

Banjarmasin, (2019). 

 

Keywords: Absolute Authority, Principle of Submission, Religious Courts, 

and Principle of Islamic Personality. 

 

Article 49 of Law No. 3 of 2006 concerning Religious Courts, in its 

explanation reads: What is meant by "Between people who are Muslims" is 

including persons or legal entities who automatically submit themselves 

voluntarily to Islamic law regarding what matters are under the authority of the 

Religious Courts in accordance with the provisions of this article. This implies 

that anyone who can go to court in the Religious Courts is not limited to Muslims 

who can go to the Religious Court. 

 

That the principle of Islamic personality in the Religious Courts is usually 

understood as the principle which states that litigants in the Religious Courts are 

only for Muslims, and the principle of submission to Islamic law is understood 

only in certain cases of absolute authority of the Religious Courts. So this study 

aims to find out about the relationship of the principle of self-submission to 

Islamic law, how it can be applied to all the authorities of the Religious Courts, 

and how submission to Islamic law can occur and be recognized so that someone 

can seek justice in the Religious Courts. 

 

This research was conducted using qualitative research methods, and this 

type of research is normative legal research. The research approach used is an 

(analytical approach) and a (statutory approach). The analysis used in this 

research is analytical descriptive and prescriptive analysis. 

This study found that based on the results of decisions, the principle of 

non-Muslim submission to Islamic law can apply to any absolute authority of the 

Religious Courts with formal terms and conditions that must be considered as 

long as the non-Muslim has an interest and wants to submit to Islamic law. The 

principle of submission in its application is based on the absolute authority of the 

Religious Court. 

 

 

 


